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KENDALA YANG DIHADAPI KEJAKSAAN DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAK

Pembangunan Nasional bertujuan  mewujudkan manusia  indonesia
seutuhnya dan masyarakat Indonesia selumuhnya vang adil, makmur, sejahtera,
dan terlib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Untuk
mewujudkan masyarakat Indenesia yang adil, makmuor, dan sejahtera tersebut,
salah satu usaha yang harus dilakukan adalah pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.
Korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan mengakar di dalam kehidupan
bermasyarakat, Namun upava penangpulangannya belum memperlibatkan hasil
vang maksimal. Proses penyidikan merupakan salsh satu masalah vyang
menghambat penanggulangan tindak pidana korupsi. Untuk itu telah adanya
Undang-Undang vang memberikan kewenangan penyidikan kepada jaksa dalam
tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus, Upaya
penanggulangan tindak pidana korupsi pada saat ini lebih banyak terbentur dalam
proses penyidikan yang dilakukan kejaksaan. Banyak sekali kendala yang ditemnui
kejaksman dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi  schingga
mengakibatkan proses hukum tindak pidana korupsi terscbut tidak jelas atau tidak
begalan, untuk itu penulis tertank membahas masalah penyidikan yang dilakukan
oleh kejakssan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Maka penulis
mengangkat judul dari skripsi ini “Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Dalam
Proses  Penyidikan Tindak Pidana Korupsi®, permasalahan yang penulis
kemukakan disini adalah bagaimana proses penyidikan tindak pidana korupsi di
Kejaksaan MNegeri Padang. kendala yang citemui dalam proses penyidikan dan
upayva yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses penyidikan. Metode
penclitian yang penulis gunakan disim yaitu pendekatan yuridis sosiologis dengan
alat pengumpul dan analisis data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Hasil
penelitian  memperlihatkan  kenvataan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak
pidana korupsi di Kejaksaan Negen Padang belum berjalan dengan semestinya,
Masth banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh kejaksaan negeri Padang
dalam penyidikan tindak pidana korupsi, di sini penulis membagi kendala vang
dihadapr kejaksaan kedalam dua Kelompok, yaitu kendala internal sepenri,
kurangnya tenaga penyidik dan alat-alat pendukung dalam proses penvidikan dan
kendala eksternal seperti sulitnya dalam pemanggilan saksi dan menemukan
barang bukti. Penulis menyimpulkan masih banyak vang harus diperbaiki demi
terlaksananya penyidikan tindak pidana korupsi secara optimal.



BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional berujuan  mewujudkan manusia  Indonesia
seutuhnya dan masyarakat Indonesia selurubnya yang adil, makmur, sejahtera,
dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Untuk
mewnjudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera terschbut,
salah satu usaha yang harus dilakukan adalah pencepahan dan pemberantasan

tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

M tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi
masyarakat untuk memberantas korupst dan bentuk  penyimpangan  lainnya
semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah
menimbulkan Kerugian negara yanpg sangat besar yang pada g{]i.rann}rla dapat
berdampak pada timbulnya knosis di berbagai bidang, Untuk ttu, upaya
pencegaban  dan  pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan  dan
diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan

masvarakat'.

Tindak pidana korapsi di Indonesia sudah meluas di masyamkal.
Perkembangannya terus meningkat dan tahun ke tahun, bmk dan jumlah kasus

vang terjadi dan jumlah kerugian keuanpan negara maupun dari sepi kualitas

' Pesjelasan Umum Undang-Undang No 31 Tahun T899 Temang Pemberamtasar Tindiak
FPidana Korupsi



tindak pidana yang dilakukan semakin sireematis seria lingkupnya vang memasuki
seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya findak pidana korupsi yang
tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan
perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan hemegara pada
umumnya, Tindek pidana korupsi vang melvas dan sistemsatis juga merupakan
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomis masvarakat, oleh
karcna itu, Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan schagai kejahatan
biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya
pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan sccara biasa, tetapi dituntut car-

cara luar hiasa®

Indonesia merupakan negara dengan tingkat korupsi vang tinggi dan
meresahkan masyarakat. Banyak kajian yang telah dilakukan memposisikan
Indoncsia scbagai negara terkorup di dunia. Realitas seperti ity memang terasa
amat menyakitkan rasa kebangsaan kita, namun kita tidak mampu membantahnya,

karena memang demikianlah adanya hingga dewasa ini.

Korupsi dipandang merupakan biang keladi  krsis  ckonomi
berkepanjangan yang dialami Indonesia dewasa inl dan memipakan perbuatan
yang sangat ercela, terkuntuk dan sangat dibenci oleh masyarakat Internasional.
Korupsi telah merusak sistem dan institusi sosial ckonomi, mental dan citra

aparatur negara. Indonesia mengalami bagaimana sulitnya pemberantasan tindak

! Mimpnan Ferataran Femberantaran Kpliesi, Noarspsi din Neporieme (13N Novindo Pustaka
Mandiri, Jakarma, 2007, hal 103



pidana korupsi yang terus terjadi di seluruh instansi dan kepiatan pembangunan,

dengan menggunakan begitu banyak variasi modus operandi®

Sebagaimana telah diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
sudah begitu meluas dalam masyarakat. Perkembangannya {erus meningkat dari
tahun ke tahun baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian negara
maupun dan segi kualitas tindak pidapa denpan modus operandi vang selalu
mengalami dinamisast sisi dari segala sisi dan semakin sistematis sehingga sulit

dalam pembuktiannya.

Andi Hamzah berpendapat, masalah korupsi telah mendunia. Buktinya
telah ada konvensi internasional mengenai pemberantasan korupsi, jadi penentuan
peringkat korupsi Indonesia yang demikian tingginya masih dapat dipertanyakan
kebenarannys, melihat negara lain yang sampai mempergunakan kekuatan militer
untuk merebutkan kekayaan negara lain, ini sudah meningkat dari persoalan

korupsi individual atau kelompok ke korupsi negara’

Usaha untuk menangpulangi  masalah  korupsi melalui  kebijakan
perundang-undangan dan penepakan hukum pidana, telah scjak lama dilakukan di
[ndonesia. Akan tetapi temyata, korupsi tetap saja ada, mmbub dan berkembang
seirama dengan perkembangan masyarakat, sehingpa menjadi semakin sulit
diberantas. Pengaturan tentang tindak pidana korupsi di dalam peraturan

perundang-undangan Hukum Pidana (KUHF). Meskipun tidak secara eksplisil

* Feri Wibisone, " Meryongrong Era Baru Pembébardavan Tindak Pideia Korupsi',
Medzd Hikpm, Wol.! Mo.2 tanggal 22 Agostus 2002, hal 70

* Andi Hamzah, Pemberantasan Kerupe! Malaful Hukum Pidena Nasional dan
fmeernasional, penerbit Buja Grapinde Persada Jukarta, 2004, hal 13



menggunakan terminologi korupsi dalam rumusan delik, beberpa pasal dalam
KUHP, (di antaranva Pasal 209. 210, 418, 419 dan pasal 420 KUHPM),

sesungguhnya telah mengandung hakikat tindak pidana korupsi,

Namun demikian, pemerintah telah berupaya memberantas tindak pidana
korupsi. Hal i terlibat adanya reaksi pemerintah antara lain perbaikan undang-
undang sebagai landasan pelaksanaan tugas bagi aparat hukum yaitu dari Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dilahirkannya
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

Masalah korupsi tampaknys tidak habis-habisnya dibicarakan oleh
berbagai kalangan. Akan tetapi masalah tersebut belum juga teratasi, walaupun
usaha-usaha untuk menaggulangi kejahatan tersebut telah dijalankan secara gigih

oleh pemerintah, dalam hal ini oleh para penegak hukum®

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pada saat ind lebih banyak
ethentur dalam proses penyidikan yang dilakukan kejaksasn, Banyak sckali

kendala yang ditemui kejaksasn dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi

sehingga mengakibatkan proses hukum tindak pidana korupsi tersebut tidak jelas

atau tidak berjalan.

* Bumbang Pumomo. ®otessi Keiafatan Korupsi df Indonesic. Bina aksara, Jakarta, 1983, hai



Ini terlihat dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi yang proses

hukumnya tidak jelas atau tidak berjalan”:

I

Dugaan korupsi pengelolaan oli pelumas di depot Pertamina unit
pemasaran [ Teluk Bayur tahun 2002 hingga 2003. Dar hasil
penyidikan dan informasi dar pihak kejaksaan, kasus ini
terindikasi telah mergikan kevangan negara miliaran cupiah,
namun belum dibitung oleh pihak berwenang. Status kasus
hingga hari masih dalam proses penyidikan dan tersangka belum

dtetapkan.

Dugaan korupsi pemasangan travo listrik di BIM Tahun 2006.
Belum ditetapkan kerugian nepara  karena belum  ada
penghitungan résmi dan pthak yang berwenang, Hingga kini

tidak jelas perkembangan kasusnya.
Dugaan korupst pada pembebasan lahan SMP 36 Padang

Dugaan korupsi pembangunan unit sekolah baru SMA 16

Padang

" Keran Padang Ekspres Tanggal 21 Juni 2009



BARB IV

PENUTUD

A. Kesimpulan

1.

Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Padang

Proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Neperi Padang

tidak berbeda dengan vang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak

Pidana korupsi. Dimana proses penyidikannya adalah sebagai berikut:

a. Tahap pertama

Adanya laporan dari masyarakat baik secara tertulis ataupun
lisanhasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), dan operasi intelcjen yusticia kejaksaan
tentang adanya dugaan tindak pidana kKorupsi, maka terlebih dahulu
akan dilakukan penyvelidikan untuk mengetabui kebenaran dan
laporan tersebut, apabila laporan tersebut benar, maka penvelidik
membuat Benta Acara  Penyehdikan wuntuk dijadikan dasar
penyidikan,.

b. Tahap kedua

Dilanjutkan dengan penyidikan berdasarkan Suorat Perintah
Penyidikan dan penyidik wajib memberitahukan penuntut umum
tentang telah dimulainya penyidikan dengan Surat Pembentahuan
Dimulainya Penyidikan {SPDF)

c. Tahap ketiga

Penyidik melakukan pemanggilan saksi atau tersangka

d. Tahap keempat



Apabila dipandang perlu penyidik dapat melakukan:
1. Mengeluarkan surat perintah penangkapan
2. Penyidik berhak membuka memeriksa dan menyila surat
dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atavalat lainnya
3. Penyidik berwenang meminta keterangan kepada bank
tentang keadaan keuanpgan tersangka.
2, Kendala Yang Dihadapi Kejakssan Dalam Proses Penyidikan Tindak
Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Padang
Dibagi dalam dua kelompok yaitu:
4. Kendala Internal
1. Ketebatasan peralatan pendukung dalam penyidikan tindak pidana
korupsi
2. Keterbatasan jaksa penyidik
3, Minimnya pengetabuan jaksa terhadap bidang-bidang vang
berhubungan dengan tindak pidana korupsi
4. Penyelidikan dalam tindak pidana korupsi
b. Kendala Ekstemnal
1. Kesulitan dalam pemanggilan saksi
2. Sulitnya menemukan baranpg bukti
3. Kesulitan dalam pemangpilan dan pemeriksaan pejabat pemerintah
3.  Upava Yang Dilakukan Fejaksaan Untuk Mengatasi Kendala Dalam
Penyidikan Tindak Pidana Korups
Uintuk menpatasi kendala intemnal, maka diperlukan penambaban peralatan

pendukung dalam poyidikan tindak pidana korupsi, penambahan jaksa penyidik

g



dan pemberian pelatihan dan  pendidikan techadap bidang-bidang o

berhubungan dengan tindak pidana korupsi bagi jaksa, juga diperlukannyz

koordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat proses penyidikan.

tethadap kendala eksternal, tetap dilakukan pemanggilan lerhadap saksi,

sampai seksi tesebut datang dan bersedia diperiksa, juga perlu diadakan

koordinasi dengan institusi terkeit untuk membantu dalam menemukan barang

hukti, dan jupa diperlukan bantuan Kejakssan Agung untuk memperolch izin

dalam pemeriksann pejabat pemerintah yang diduga terlibat tindak pidana korupsi.

B. Saran

. Untuk mempercepat proses penyidikan tindak pidana korupsi

diperiukannya peralatan pendukung yang memadai, schingga proses

penyidikan tidak menjadi berlanst-larut

. Penyidikan tindak pidana korupsi jangan sampai terhenti hanya

karena menunggw izin pemeriksaan dari Presiden dan Menten

Dalam Negeri

. Perlu ditambahkannya jaksa penyidik, khusunya dalam bagian

pidana klusus di Kcjaksaan, dan pemberian pendidikan dan
pelatihan kepada jaksa untuk mengoptimalkan penanganan kasus

tindak pidana korupsi

. Perlunya tambahan biaya operasional untuk menambah peralatan

pendukung dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi.

-
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